LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1999 ; Serie : A Nomor 1

» jﬂﬂ-‘-_r-.ﬂmut il el - ey "“‘-"""-‘—

sl .

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 1998
TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor
18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Peraturan daerah tentang Pajak Reklame periu

disesuaikan.

Menimbang

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pajak

Reklame yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa tengah ( Berita Negara
Tahun 1950 ) ;

Mengingat .
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2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembarann Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037 ) ;

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun
1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3209 )

4 Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 feniang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684 ) ;

5 Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi adanya penambahan dan
atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanje
Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 yang ditetapkan
dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat i
Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka periu
dilakukan perubahan Anggaran Daerah;

6. Undang - undang Nomor 19 tahun 1897 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan
Lemabaran Negara Nomor 3686 ),

7 Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunya Undang - undang Nomor
12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara tanggal
14 Agustus 1950 )

8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemnindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat Il
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Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat Il
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah
Kabupaten Daerah ingkat || Magelang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691 );

10. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraluran Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan,

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
1996 tentang Pola Tarif Pajak Reklame;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemunguian
Pajak Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabpaten Daerah Tingkat [l Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1| Magelang
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
Il MAGELANG TENTANG PAJAK REKLAME
BAB |
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten daerah Tingkat |l Magelang.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |l
Magelang .

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Magelang.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang.

e Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat || Magelang.

f Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firm,a, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis,
Lemabaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetatap serta bentuk Badan
Usaha lainnya.

h. Pajak Reklame yang selanjtnya disebut Pajak adalah Pungutan daerah
atas penyelenggaraan Reklame.

i Reklame adalah benda alat, perbuatan, suara atau media yang menurut
bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurjkan atau memujikan suatu barang, jasa
atau orang ataup[un untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang,
jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau
didengar dari suatu temppat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh
Pemerintah.

j. Panggung/ Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan
satu atau beberapa buah reklame.

k. Penyelenggaraan reklame adalah Perrorang atau Badan Hukum yang
menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dinsendin atau
untuk dan atas nama fihak lain yang menjadi tanggungannya. -

I.  Kawasana/Zone adalah batasan - batasan wilayah tertentu sesuai dengan
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan
reklame.

m. Nilai Jual Obyek Pajak  Reklame  adalah keseluruhan
pem,bayaran/pengeluaran biaya yang dilkeluarkan oleh pemilik dan atau
penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli
bahan rekllame, konstruksi, intalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan,
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pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan
transoportasi pengangkutan dalan sebagainya sampai dengan bangunan
reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau
terpasang ditempat yang telah diijinkan.

Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada fitik
lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kreteria keepadatan
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang
usaha.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjtnya sdisingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
perhtungan dan pemabayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan
perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalzh
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lzin
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pejak yang terutang ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjuinya disngkat
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumiah pajak
yang terutang, jumiah kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar :
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disngkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disngkat
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumiah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dar pada pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Keptetapan Pajak Darah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat keputusan yang menntukan jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan kredit pajak , atau pajak tidaj terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.

Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang.
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BAB Il
NAMA , OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan
reklame.

(2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

(3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meeiiputi

Reklame papan/Billboard/ Megatron

Reklame kain.

Reklame melekap ( stiker ).

Reklame selebaran.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
Reklame udara.

Reklame suara.

Reklame film / slide.

Reklame peragaan.

~D@ e anop

Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b. Penyelenggaraan Reklame melalui media cetak dan elektronik.
C. Penyelenggaraan Reklame oleh Badan - badan .

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
atau memesan reklame

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
reklame.
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BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
(1) Dasar Pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung
berdasarkan biaya pemasangan reklame, lama pemasangan reklame nilai
srategis, lokasi dan jenis reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang
memanfaatkan reklame untuk, kepentingan sendiri, maka nizlai sewa
reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan rekiame, lama
pemasangan, nialastrategis, lokasi dan jenis reklame.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh fihak ketiga, maka nilai sewa
reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suaiu masa
pajak/masa penylenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya
pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai
strategis, lokasi dan jenis reklame.

(5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini dinyatakan dalam benmtuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6
Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh persen ).
Pasal 7

(1) Tarif Pajak untuk reklame rokok ditambah 25 % ( dua puluh lima persen )

dan untuk reklame minuman keras ditambah 50 % (lima puluh persen) dari

jumlah pajak yang terutang.

(2) Penetapan tarif pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp.
100 ,- ( seratus rupiah ).
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BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 8
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
(2) Beasrnya Pajak terhitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masz Pajak adalah Jangka Waktu yang lamanya sama dengan 1 (saiu)
Takwim.

Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.
Pajak 11

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau
Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada

hak selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.
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(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

9.
Bentuk, isi dan tata cara pengisisan SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

Berdasarkan SPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
Kepala Daerah atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tigz puluh ) hari
sejak SKPD diterima, dikanakan sanksi administrasi berupa bunga2 % (
dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung , memperhitungkan
dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuadah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah atau Pejabat dapat menerbitkan :

a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
c. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini
diterbitkan

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidaka atuau kurang dibayar , dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paliang lama
24 9 dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
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b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
dan telah ditegur secara tertulis , dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (
dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang ferutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebasar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2 % ( dua
persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat )
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini
diterbitkan apabila ditemukan data atau data yang semula belum
terungkap , akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini
tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan , ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendin sebelum
tindakan pemeriksaan.

BAB Vi

TATA CARA PEMBAYARAN
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(1)

(2)

(3)

(1)
2)

(3)

(4)

(5)

1.

Pasal 14.

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB dan STPD

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat -
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam wakiu yang ditentukan olen Kepala
Daerah.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)
pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu terientu
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayatl (2)
pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut - turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dan jumiah pajak
yang belum atau kurang dibayar.

Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetuuan kepada
Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memnuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumiah pfajak yang
belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta

tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayal (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk , Isi, ukuran tanda bukti Pembayaran dan buku penerimaan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) han sejax
saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) Hari setelah tanggal Surat teguran ai=u
Surat Peringatan atau sura lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi
pajak yang terutang.

(3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerzh atsu
Pejabat.

Pasal 18

(1) Apabila jumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh

satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis.
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Pasal 19

Ap.atia pajak yang h=aurus dibayar lidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
scrxuxdah tanggal pe=mberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah atau Pejabat
seqora menerbitkan  SSurat Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Set-lah dilakukan == enyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi utang
pajhaya, setelah lewwwat waktu 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan
Surt perintah Mel=.ksanakan Penyitaan Kepala Daerah atau Pejzabat

mer ajukan permint=man penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang
Ne; va.

Pasal 21

5. lah Kantor Lel =ang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat
oe! +3anaan lelang, -——Buru Sita memberitahukan dengan segera secarz fteriulis
ket da Waijib Pajak.

Pasal 22

(1. Kepala Daerah atau Pejabat dapat menetapkan jadwal wakiu tindakan
penagihan paj=m lkk yang ‘menyimpang dari jadal wakitu yang teiah
litentukan sebac—giaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21
lan Pasal 23.

(2) I'enagihan Seke== tika dan Sekaligus atas jumlah pajak yang terutang yang
masih harus e—libayar dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat

Jengan mengel._markan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan
sekaligus.

(31 Terhadap Waijib Pajak yang tidak memnuhi ketentuan sebagaimana
imaksud dalaw—™n Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan
iekaligus sebasc—jaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini segera dilakukan
lindakan penag & han dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar
"ajak serta Per amintaan Penetapan tanggal di tempat Pelelangan tanpa
nemperhatikan t-e===nggang waktu yang telah ditetapkan.
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Pasal 24

Bentuk, Jenis dan isi brmulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keinganan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB X

TATA CARAPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

(1) Kepala Daerah atau Pejabat karena jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak dapat:

a8. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penenitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan
atau kekeliran dalam penerapan peraturan perundang - undangan
perpajakan daerah ;

b. Membatalkanatau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
€. Mengurangkan atau mengahapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya
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(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keletapan dan
penghapusan atau  pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Kepala Daerah, atau Pejabat selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima,
sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembetulan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.

BAB Xl
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau Pejabat atas suatu :

SKPD ;
SKPDKB ;
SKPDKBT ;
SKPDLB ;
SKPDN.

®a0oTD

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.
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(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua
belas ) bulan sejak tanggal surat permohonann keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima harus sudah memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabuikan.

(5) Pengajakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelan ditenma
keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini fidak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagai atsu
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan untuk paling lama 24 (

dua puluh empat ) bulan.
g e BAB X

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PASAL 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabal secara tertulis
dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.
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(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua
belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
dilampui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan ,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggsp
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam wakiu paling lama 1
(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib pajak mempunyai ulang pajak lainnya, kelebinan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajzk
dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKE ).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setsian
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepaia Daeran
atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( cua persen |
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud delam Pasal 29 ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukli pemindahanbukuan juga
berlaku sebagai bukli pembayaran.

BAB Xl
KEDALUWARSA
Pasal 32

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampui
jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
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kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau |
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

(1) Waijib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisis dengan tidak benar atau fidak lengkap atzu melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) tahun dan
atau denda paling  banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan ftidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dasran
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat tertangnya pajak
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa pajak.

BAB XV

PENIDIKAN
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Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

(@)

diberi wewenang khusu sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah:

a Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak dibidang perpeaiakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah

e. Melakukan penggeledehan untuk mendapatkan bahan buki
pembukuan , pencatatan dan dokumen - dokumen lain seria
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang ddibawa sebagaimana
dimaksud pada hurufe ,

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah ;
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i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
terjangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik
Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
Penyidik Polisi Republik Indonesia menyampaikan hal tersebut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
memberitahukan  dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 36

(1) Dalam penyelenggaraan reklame yang  dijadikan  satu dengan
penyampaian pesan yang bersifat program Pemernntah / Pemenntah
Daerah, pemakaian untuk bidang promosi maksimal 25 % ( dua puluh ima
persen ) dari luas bidang reklame dimaksud.

(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal

ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat || Magelang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pembuatan Reklame
dan Pemungutan Pajak reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang .dapat  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 29 - 9 - 1988.

DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATEN DATI Il MAGELANG MAGELANG
KETUA
TTD TTD
H. AKHMAD SOBOERI KA R DI
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor : 973.33-450 Tanggal 11 Mei 1999
Direktorat Jendral

Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
TTD

Drs. KAUSAR. AS.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Magelang
Nomor 1 Tahun 1999, Tanggal 12 Pebruari 1999
Seri D ; Nomor 1
Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.
NIP, 500 034 460.
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PENJESAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

NOMQR 12 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK REKLAME
UMUM

Pajak reklame merupakan pajak Daerah yang potensial untuk menunjang
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, karena itu harus
diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kontribusi yang besar
bagi pendapatan daerah.

Dengan berllakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, maka pajak
reklame harus disesuaikan materinya, baik tentang Obyek Pajgk maupun tanf
Pajak Reklame.

Sehingga dapat menghasilakn pungutan yang maksimal dan tanf psjak dapat
menagikuti tingkat perkembangan ekonomi yang ada .

Mengingat semakin maraknya produksi barang dan jasa, yang ticak b.sa
lepas dari masalah promosi yang dalam hal ini berkaitan dengan reklame,
mzaka jenis reklame makin beragam baik bentuk, cara penyampaian dan
pemasangannya, disam[aing itu permasalahan reklame[pun semakin komplek.
Untuk itu demi kepentingan pengaturan dan pengawasan penyeienggaraan
reklame, Pemnerintah Kabupate Daerah Tingkat Il Magelabng memnendang
perlu membuat pengaturannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

PASAL DEMI PASAL

Pasal1 - ' Cukup jelas.
Pasal 2 - Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup jelas.
Pasal 4 . Cukup jelas,

K
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Pasal 5
Pasal 6

Pasal 7 ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Paszal 14 ayat (1)
Pasal 14 ayat (2)
Pasal 14 ayat (3)

Pasal 14 ayat (4)

Pasl 15

24

Cukup jelas.

~ Cukup jelas,

Ketenntuan ini dimaksudkan agar dapat memabantu
mengurangi konsumsi rokok dan minuman keras yang
dapat mengganggu kesehatan pada umumnya

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Sanksi administrasi berupa denda yang akesnakan
terhadap Wajib Pajak sebagai akbat kesalahan
memberikan data dan perhitungan jumiah pajak yang
terutang, keterlambatan penyampaian SPTPD
maupun kewapban pensisian SPTPD tdajk dpenuhi
dimaksudkan agar penyelenggara reklame sebagai
wajib pajak selalu taat, tepat waktu dan
bertanggungjawab dalam mengisi dan menyampaikan
SPTPD serta mebayar pajak

Cukup jelas.
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Pasal 16 ayat (1)

Pasal 16 ayat (2)
Pasal 16 ayat (3)
Pasal 16 ayat (4)

Pasal 16 ayat (5)

Pasal 17
Pasal 18
Pasal 18
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29

Pasal 30
Pasal 31
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Pada prinsipnya pajak reklame dibayar dimuka,

sebelum pemberian ijin

reklame.

kepada penyelenggara

Untuk perpanjangan reklame.

Untuk perpanjangan reklame.

Untuk Perpanjangan reklame.

Untuk Perpanjangan reklame.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
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Pasall 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35

Pasal 36 ayat (1)

Pasal 37
Pasal 38

Pasal 39

Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Penyelenggaraan

26

reklame yang dijadikan satu dan

ayat (1) dengan penyampaian Program Pemerintah /
Pemerintah Daerah tetap dikenakan pajak sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah

ini.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

sls ===
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